
Karawang Kini Lebih Baik Dalam 
Penggunaan Dan Pengelolaan Anggaran 

Bandung,Zona Informasi 
Pemerintah Kabupaten (Pcmkab) Karawang kini satu iangkah lebih baik dalam penggunaan 

dan pengelolaan anggaran. Pcmkab Karawang mendapatkan peningkatan nilai Sistem 
Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah I yang meliputi Sumatera (kecuali 
Lampung) . Banten dan Jawa Barat pada tahun 2018, dari Kemcntcrian Pendayagunaan Aparalur 
Ncgara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di Hotel Trans Luxury Bandung, Senin 
(2X/1/2019). 

Kabupaten Karawang mendapat predikat "B" atau baik. Pada tahun sebelumnya, Pcmkab 
Karawang mendapatkan predikat "CC". Penilaian tersebut menunjukan tingkat cfcktifitas dan 
efisiensi penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang dalam capaian kinerja, kualitas 
pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pcmcrintahan. Atas hasil tersebut, 
Bupati Karawang, dr. Hj. Ccllica Nurraehadiana cukup puas atas capaian para ASN Karawang . . 

Bupati menuturkan, dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja para ASN di Kabupaten 
Karawang telah mcmbaik. Untuk itu, Bupati Cellica juga mcnargetkan kinerja ASN terus lebih 
baik dan bcrharap agar Kabupaten Karawang bisa mendapatkan predikat sampai A. Mcskipun 
telah lebih baik daripada Kabupatcn/Kota lainnya yang masih banyak mendapat nilai C bahkan D, 
namun hal itu tidak lantas menjadi j umawa . "Kita terus upayakan kinerja para ASN agar jauh 
lebih baik dalam pelayanan dan penggunaan anggaran." kata Bupati Ce l l i ca . . 

Scmentara, Menteri PAN-RB, Syafruddin mcngaprcsiasi scjumlah kabupaten/kota yang telah 
mendapatkan predikat A dan B. Sistem Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 
20IS , dilaporkan telah bcrhasil mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya mcncapai 
triliunan rupiah. "Saya apresiasi pcr juangan para kepala daerah menekan angka pemborosan 
penggunaan anggaran. Ini j u g a j a d i pemetaan bagi kami. daerah mana saja yang sudah baik 
kinerjanya dan daerah mana yang masih belum memuaskan kincrjanya. 

Sistem Akuntabil i tas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sccara implisit dimandatkan mclalui 
Undang-Undang Nomor 47/2003 tentang Keuangan Ncgara. dan sccara eksplisit di laksanakan 
mclalui Pcraturan Pemerintah Nomor S/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kiner ja Instansi 
Pemerintah. Sistem itu lebih dikuatkan lagi mclalui Perpres nomor 29/2014 tentang SAKIP. (Eddy 
NK) 


